
107 

BAB V 

SIMPULAN 

 

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 

Apotek Pandugo yang dimulai dari tanggal 05 Oktober – 07 

November 2015 maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Seorang calon apoteker melakukan tugas dan kewajiban apoteker 

secara professional dan disiplin, mampu mengamalkan ilmu 

pengetahuan dan wawasannya dalam melakukan pelayanan 

kesehatan masyarakat yang meliputi praktek kefarmasian yang 

dilakukan di apotek dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat 

dan juga dapat memberikan bekal kepada apoteker sebelum terjun 

ke masyarakat. 

2. Seorang calon apoteker bekerja sebagai tenaga farmasi yang 

professional dan dapat menyelesaikan permasalahan pekerjaan 

kefarmasian di apotek.  

3. Praktek kerja profesi di apotek ini telah memberikan pengetahuan, 

pengalaman, dan ketrampilan untuk dapat melakukan pekerjaan 

kefarmasian di apotek, dapat melihat dan mempelajari strategi dan 

kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengembangan praktek farmasi komunitas. 
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BAB VI 

SARAN 

 

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek 

Pandugo, maka disarankan : 

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, calon apoteker hendaknya 

membekali diri terlebih dahulu baik dalam hal pengetahuan, 

ketrampilan dalam pelayanan kefarmasian di apotek. 

2. Calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam pelaksanaan 

PKPA untuk menggali informasi yang penting di apotek agar dapat 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang maksimal, 

khususnya berkaitan dengan tujuan dan pokok-pokok materi yang 

sudah diberikan. 

3. Kerjasama antara Apotek Pandugo dengan Fakultas Farmasi 

Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat 

selalu berjalan dengan baik sehingga mahasiswa calon apoteker bisa 

tetap mendapat kesempatan untuk memperoleh pemahaman 

mengenai tanggung jawab apoteker, membandingkan teori dengan 

kenyataan kerja di apotek. 
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